
SALINAN 
NOMOR 4/2019 

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR 4 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN \.VALIKOTA MALANG 

NOMOR 19 TA HUN 2017 TENTANC} 

HARi KERJA, JAM KER,JA, APEL KERJA, DAN PRESENSI ELEKTRONIK 

Mcnimbang 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MALANG, 

a. bahwa dalarn rangka penyelcnggaraan pemerin tahan 

daerah perlu adanya kepastian penyelenggara pclayanan 

yang tertib dan teratur sehingga tcrcipta pelayanan 

rnasyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

b. bahwa untuk rnelaksana.kan penyelenggaraan pelayanan 

yang tertib dan terat.ur diperlukan pengaturan mengenai 

jam kerja sesuai dengan ketentuan perundang­

undangan; 

c. bahwa peraturan ten\.~mg pelaksanaan jam ke1:ia yang 

sudah diatur dalarn Peraturan Walikota Nomor 19 

Tahun 2017 ten tang Bari Ke1:ja, Jam Kerja, Apel Kerja, 

dan Presensi Elektronik perlu disesuaikan dcngan 

ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 

tentang Penguat.an Pendidikan Karakter; 

d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana 

dimaksud dalam huruf a., hurur b, dan huruf c . perlu 

menetapkan Peraturan WalikoLa tentang Perubahan atas 

Pcraturan Walikota Nomor 19 Tahun 20 17 tentang Hari 

Kerja, Ja1t1 Kerja, Apel Ke1ja, dan Prcscnsi Elektron ik; 



Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 16 

Pembentukan Daerah-daerah 

Tahun 

Kota 

1950 

Besar 

tentang 

dalam 

lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, ,Jawa­

Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lcmbaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Numor 9 Tahun 2 01 5 ten tang Perubahan Kedua 

a tas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6 . Peraturan Pemerintah No1nor 24 Tahun 1976 \.en \.ang 

Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Tndonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3090); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang 

Pembinaan .Jiwa Korps dan Kode E tik Pcgawa.i Ncgcri 

Sipil (Lembaran Negara Republlil< lndonesia Tahun 2004 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4450); 
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Menet.apkan 

8. Peraturan Pcmerintah Nomor 53 Tahun 2010 lentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tamba.han Lembaran 

Negara republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor l l Tahun 2017 tcntang 

Manajcmcn Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63): 

l 0. Pera tu ran Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2017 tenta.ng 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lem bara n 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 

Pcraturan Pclaksa.naan Undang .. Undang Nomor 12 

Tahun 2011 t.ent.ang Pernbentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

12. Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembent.ukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; 

13. Keputusan Presiden Nmnor 17 Tahun 1984 tentang Jam 

Krida Olah Ra"a· t, ) 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATUAAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 20 17 TENTANG 

HARI KERJA, JAM KERJA, APEL KERJA, D/\N PRESENSI 

ELEKTRONIK. 

Pasal I 

Beberapa ketentua n dalam Peraturan Walikota Malang 

Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hari Kerja, clam Kerja, Apel 

Kerja, dan Presensi Elcktronik (Berita Dearah Kota Malang 

Tahun 2017 Nornor 19) diubah sebagai bel'ikut: 

l. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
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Pasa.1 3 

(1) Hari Kerja di lingkungan Pemerintah Kot.a Malang 

ditetapkan 5 (lima) hari ke1ja dalam 1 (satu) minggu, 

mulai hari Scnin sampai dengan ha ri ,JurnaL. 

(2) ,Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja 

sebagai1nana dimaksucl pada ayat (I), adalah 37 j.=:im 

dan 30 menit, dengan rincian sebagai berikut: 

a. hari Senin sampai dcngan hari Kamis: pukul 

08.00-16.00 WIB; 

b. hari Ju1nat: pukul 07.30-15.00 WIB; 

istiraJmt sholat ,Jumat: pukul 11 .00-13 00 WIB; 

(3) Dikecualikan d a ri ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), adalah: 

a. Puskesmas mclaksanakan 6 (cnam) hari kcrj,1 

sc bagai beriku t: 

1. hari Senin sampai dengan hari Kamis: 

pukul 07.30-15.00 WIB; 

2 hari J urnat: pukul 07.30-11.00 WIB; 

3. hari Sabtu : pukul 07.30-11.30 WIB; 

b. Puskesmas Rawat !nap, Unit Gawat Darurat 

(UGO) dan Pelayanan Rawat !nap pada RSUD 

melaksanakan 7 (tujuh) hari kerja buka setiap 

hari selama 24 (dua puluh cmpa.t) jam. 

c. Saluan Pendidika n dari TK, SD dan SMP 

melaksanakan 5 (lima) hari kerja sebagai 

berikut: 

1. hari Senin sampai dengan hari Kamis: pukul 

07.00-15.00 WIB; 

2. hari Jumat: pukul 06.30-14.00 \1/1B; 

3. istirahat sholat ,Jumat: pukul 11.00-13.00 

WIB. 

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (I), 

ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sebagai 

bcrikut: 

a. Untuk Pegawai Negeri Sipil d ikena kan sanksi 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­

undangan dan pemotongan tambahan 

penghasilan 
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Peraturan Walikota tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan. 

b. Unt.uk Pegawai Tidak Tetap dikcnakan sank si 

sesua1 dengan ketent.uan Perjanjian Tenaga 

Kontni.k Kerja atau yang dipersamakan. 

2. Ketentuan Pasal 12 ayat 2 ditambahkan 1 (satu) huruf 

yaitu huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Kehadiran Pegawai dibuktikan dengan mesm 

pencat.at presensi elektronik. 

(2) Pe.nggunaan bukti kehadiran manual apabila: 

a. Perangkat Da.ernh dan/ a t.a1.1 Uni t Kerja belum 

mcmiliki mesin pencat.at. presensi elektrunik; 

b. Mesin pencatat presensi elektronik mengalami 

kerusakan/ tidak berfungsi; 

c. Pegawai bclum tcrdaftar dalam mesiri pencatat. 

presensi elektronik; 

d. tidak terekam dalam mesin pencatat presensi 

elektronik; dan 

e. mengikuti kegiatan kedinasan di luar kantor 

yang waktu pelaksana.annya pada saat ja m 

c\at.ang dan jam pul~mg dengan dilen gka pi data 

pendukung berupa undangan atau surat tugas .. 

(3) Apabila mesin pencatat presens1 elektronik 

mengalami kerusakan/tidak berfungsi dapat 

menggunakan manual dcngan sistem yang 

dilaksanakan oleh Petugas Adrnin disertai dengan 

alasan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat 

Daerah dan/atau Unit Kerja. 

3 . Diantara ayat (1) dan ayal (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) 

ayat yaitu ayat (la) sehingga Pasal 16 bcrbunyi scbagai 

berikut : 

Pasal 16 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) 

hari sampai dengan 14 (empat belas) hari bcrhak 
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atas cuti sakit, dengan kctentuan bahwa Pegawai 

Ncgeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan 

permintaan secara tertulis kepa.da peja bat yang 

bcrwenang mem berikan cuti dengan melampirkan 

surat keterangan doktcr. 

(la) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan ijin tidak 

masuk ke1ja selain alasa.n sakit diperhitungkan 

sebagai cuti. 

(2) Pengajuan cuti sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) clan ayat (la) sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini rnulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, me1nerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Malang. 

Ditetapkan di Malang 
pada tanggal 28 Januari 2019 

Diundangkan di Ma.Jang 
pada tanggal 28 Ja.nuari 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

ttd. 

WASTO 

\~ALIKOTA MALANCr, 

ttd. 

SUTIAJJ 

BERTTA DAER.A.I-I KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 4 

Jinan scsuai dengan aslinya 
ALA BAGIAN HUKUM, 

Pei bina Tk. I 
NIP. 19650302 199003 1 019 


